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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

3.1.1 Sistem pemidanaan di Indonesia. 

 Sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) 

dan cara pemidanan. M. Sholehuddin menyatakan , bahwa 

masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana 

karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu 

bangsa. Artinya pidana maengandung tata nilai (value) dalam 

suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, 

apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang 

diperbolehkan dan apa yang dilarang
1
. 

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang 

menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi 

strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang 

terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan 

pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan 

secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan 

pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem 

pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu 

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga 

seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai 

hukum pidana subtantif, hukum pidana formal dan hukum 

pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem 

pemidanaan.   

                                                             
 

1
 Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam 

KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 

2010, hal. 13. 
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Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan 

tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam 

hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh 

suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat 

berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak 

pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi menggangu di masa 

yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan 

bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, 
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pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai 

pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara 

pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. 

Pada zaman kerajaan majapahit dikenal sistem 

pemidanaan berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, 

pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti 

kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal 

pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan 

patibajambi (uang pembeli obat) . Dalam kitab perundang -

undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara 

dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang yang 

bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di 

atas
2
. 

Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan 

sekarang sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan-

perubahan yang berupa penyempurnaan dari sistem yang telah 

lalu. Tidak telepas pula dengan keadaan di Indonesia, sistem 

pemidanaan yang ada berlaku hingga sekarang masih mengacu 

pada KUHP yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari 

sistem ini yang tercantum dalam KUHP tersebut banyak 

menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai relevansinya 

sistem pemidanaan yang dipakai dewasa ini dengan keadaan dan 

aspirasi bangsa Indonesia. 

a. Sistem Pemidanaan menurut KUHP 

Jenis-jenis pidana dalam KUHP tercantum dalam Pasal 

10. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan 

pidana. 

Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu : 

1. jenis pidana pokok meliputi ; 

a) pidana mati; 

b) pidana penjara; 

                                                             
 

2
 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem 

Pemidanaan Di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4. 
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c) pidana kurungan; 

d) pidana denda. 

2.  jenis pidana tambahan meliputi ; 

a) pencabutan hak – hak tertentu; 

b) perampasan barang – barang tertentu; 

c) pengumuman putusan hakim. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana 

mati masih tercantum didalam KUHP. Pada setiap delik yang 

diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternative pidana 

seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, 

jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut 

melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan 

terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana 

mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada 

Presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden 

berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut. 

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan 

cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian 

algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi 

sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui Stablaad 1945 

Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati 

terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang 

Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83, 

(ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969) yang 

menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara 

ditembak mati. Mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana 

ditetapkan di dalam pasal 2 – 16 UU No. 2/PNPS/1964, adalah 

sebagai berikut:
3
 

                                                             
 

3
 Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Op, Cit, hal. 34-35. 
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1. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum 

saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang 

bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang 

akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana 

berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan 

atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa 

tersebut; 

2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang 

hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda 

hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir; 

3. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri 

Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat 

pertama yang telah memutuskan pidana mati yang 

bersangkutan; 

4. Kepala  Polis  dari  daerah  yang  bersangkutan  bertanggung  

jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah 

mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah 

melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat 

pertama; 

5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu 

penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira 

polisi; 

6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira 

yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati 

itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri 

atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya; 

7. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di 

muka umum; 

8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga 

atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah 

pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, 

kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa 

yang bersangkutan dapat menentukan lain; 
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9. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, 

maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus 

membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati 

tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus 

dicantumkan di dalam surat keputusan dari Pengadilan yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian, bahwa sistem pemidanaan yang 

tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem yaitu, 

sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. 

Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh 

memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem 

pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan 

putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam 

Pasal tersebut. 

Penjatuhan pidana mati menurut pemidanaan dalam 

KUHP, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu 

pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana 

penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara 

waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 

KUHP tentang pembunuhan berencana. 

Sistem pemidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana di 

anut KUHP dapat dilihat dalam pasal 489 ayat (1) Buku ke III 

KUHP tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang 

dan barang. 

b. Sistem Pemidanaan di Luar KUHP. 
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 Untuk sistem pemidanaan yang terdapat di luar Undang-

undang Hukum Pidana, juga menganut sistem pemidanaan 

alternatif dan sistem pemidaan kumulatif, ini bisa dilihat dalam 

Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang 

pemberantasan kegiatan subversi. Adapun selain Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1963 yang menganut sistem pemidanaan 

alternatif dan kumulatif, yaitu Undang-undang No 3 tahun 1971 

tentang pemberantasan korupsi, khususnya Pasal 28 (alternatif 

dan kumulatif), 29, 30, 31, dan 32 (kumulatif dan alternatif), 

Undang-undang Nomor 7/drt/Tahun 1955 tentang penyusutan, 

penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, misalnya Pasal 

6 yang mengadakan sistem kumulatif. Untuk Undang-undang 

Nomor 12/drt/Tahun 1951 tentang senjata api, yaitu Pasal 1 ayat 

(1) (alternatif) dan Pasal 2 (tunggal). 

1.1.2 Pembentukan UU PTPK   

 Tidak dapat dipungkiri tindak pidana korupsi di Indonesia 

sudah begitu meluas dan menjalar ke segala lini kehidupan, baik 

di ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama 

dan perkembangannya pun seolah tidak pernah surut, baik dari 

jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, 

maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi. Tindak pidana 

korupsi telah menyebabkan sejumlah kerugian besar keuangan 

negara sehingga dapat menghancurkan kehidupan kesejahteraan 

sosial bangsa dan negara, meskipun secara fisik dan kasat mata 

tindak pidana korupsi ini memang seperti tidak berpengaruh 

langsung yang mengakibatkan seseorang jatuh korban atau secara 

tidak langsung merugikan seseorang, misalnya seseorang 

melakukan penyuapan.masyarakat tidak akan merasa dirugikan 

dan hartanya tidak akan dirampas secara langsung. Namun, 

secara tidak langsung masyarakat telah mengalami kerugian. 

Keuangan negara yang dikorupsi seseorang yang sejatinya untuk 

kemashalatan masyarakat hilang dalam sekejap, masyarakat telah 

kehilangan hak-haknya untuk menikmati hasil dari kegunaan 
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keuangan negara tersebut. Ambil contoh missal  nya kasus 

penyuapan Jaksa Urip Tri Gunawan, jika uang Artalyta Suryani 

sebesar Rp 6 miliar untuk menyuap Jaksa Urip tersebut 

dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan, kesejahteraan 

korban lumpur lapindo, menciptakan lapangan pekerjaan, 

beasiswa dan biaya pendidikan atau menghidupi para petani dan 

nelayan, maka ribuan orang akan merasakan manfaatnya. Namun 

karena perbuatan korupsi tersebut hanya menguntungkan 

segelintir orang, padahal uang tersebut bukanlah haknya, maka 

dampaknya dapat membangkrutan sebuah pemerintahan. Dari 

contoh kasus di atas, kiranya dewasa ini, perang terhadap korupsi 

selain difokuskan terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan 

tindak pidana korupsi juga difokuskan kepada upaya 

pengembalian aset-aset kekayaan hasil tindak pidana 

korupsi.Pada hakikatnya aset-aset kekayaan negara merupakan 

kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah 

sepantasnya masyarakat berhak atas hasil dari kekayaan negara 

tersebut. Dengan pelaku mengembalikan aset-aset tersebut 

diharapkan akan berdampak langsung dalam memulihkan 

keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya 

bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Namun upaya 

pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi 

cenderung tidak mudah untuk dilakukan karena para pelaku 

tindak pidana korupsi memilik akses yang luar biasa luas dan 

sulit dijangkau dalam menyembunyikan hasil tindak pidana 

korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat 

penyembunyian hasil kejahatan tersebut telah melampaui lintas 

batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, 

khususnya Indonesia, untuk menembus berbagai permasalahan 

pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum 

negara-negara besar akan terasasulit. Terlebih lagi jika Indonesia 
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Memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara 

tempataset curian tersebut disimpan. 

Di ruang lingkup internasional, Indonesia telah 

meratifikasi United Nations Convention  Against  Corruption,  

2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Melawan 

Korupsi, 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pengesahan United Nations Convention Against 

Corruption, 2003, yang selanjutnya disebut UNCAC, salah satu 

terobosan besarnya adalah pengaturan mengenai pengembalian 

aset-aset hasil kejahatan korupsi yang secara tegas 

dinyatakan di dalam konvensi ini dan merupakan salah satu 

prinsip dasar dalam memerangi korupsi. Ketentuan tersebut 

dirumuskan di dalam Pasal 51 UNCAC yang terjemahan adalah 

sebagai berikut: 

Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan suatu 

prinsip yang mendasar dari konvensi ini, dan negara-

negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan 

bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini. 

Meskipun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang 

dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan, namun 

Pemerintah Indonesia haruslah senantiasa terus  

mengupayakannya, menurut A.Djoko Sumaryanto
4
 hal ini 

dikarnakan: 

a. Dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan 

negara Indonesia yang harus diperuntukan bagi pembangunan 

dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan 

hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-

haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di 

bawah garis kemiskinan; 

                                                             
4
 A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak 

Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, 

Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009,hal 23. 
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b. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan 

menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian 

alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan 

tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana 

korupsi; 

1. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif 

terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak 

ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak 

pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada 

pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi; 

2. Indonesia telah meratifikasi UNCAC, sehingga tersedia 

landasan hukum Internasional untuk melaksanakan kerja 

sama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil 

tindak pidana korupsi. Di dalam konsideran menimbang 

UU TPTK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana 

korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan 

nasional, serta menghambat pertumbuhan dan 

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut 

efisiensi tinggi. Maka dari sinilah menurut Nur Basuki 

Minarno
5
 berpendapat bahwa esensi pengaturan 

pemberantasan korupsi menyangkut dua hal paling pokok 

yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, 

dalam arti: 

Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya 

pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya 

masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah 

represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat 

kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal 

mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali. 

                                                             
 

5
Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan 

Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 57.
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Upaya maksimal pengembalian kerugian negara tersebur 

dapat dikaji dalam pasal-pasal UU PTPK, misalnya di Pasal 32 

ayat (2) UU PTPK merumuskan bahwa: ”putusan bebas dalam 

perkara tindak pidana korupsi tidak menghapusakan hak negara 

untuk menuntut kerugian terhadap kerugian keuangan 

negara.” Melalui Pasal 32 ayat (2) UU PTPK ini memberikan 

kesempatan pihak penuntut umum untuk mengajukan gugatan 

perdata demi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat 

tindak pidana korupsi terhadap perkara korupsi yang telah diputus 

bebas.  

Di samping itu menurut Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK, 

dalam hal tersangka meninggal dunia, negara dapat mengajukan 

gugatan keperdataan kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan 

ini tentunya mengingat Indonesia masih dalam kategori negara 

berkembang, maka untuk itulah pengembalian aset-aset kekayaan 

negara merupakan suatu hal yang penting karena untuk 

mempelancar pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan 

nasional yang menuntut efisiensi tinggi. 

 Ratio legis yang terkandung dalam pembentukan UU 

TPTK adalah bagaimana upaya optimal aparat penegak hukum 

untuk mengembalikan atau menyelematkan aset-aset kekayaan 

yang dimiliki negara yang telah dikorupsi, sehingga para koruptor 

dituntut untuk mengembalikan segala aset-aset kekayaan negara 

yang telah dikorupsinya kepada negara, serta untuk menciptakan 

efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana 

korupsi. Dapat pula dikatakan bahwa ratio legis tersebut 

berlandaskan pada prinsip dasar ”berikan kepada negara yang 

menjadi hak negara dan berikan kepada rakyat apa yang menjadi 

hak rakyat”.
6
 Di dalam hak negara terkandung pula kewajiban 

negara yang merupakan hak individu masyarakat dalam mencapai 

kesejahteraan bersama. 

                                                             
6
 A. Djoko Sumaryanto, Op.Cit., hal. 38.
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3.1.3 kedudukan Pidana Mati Dalam Perumusan Tindak 

Pidana 

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa 

pidana mati baik yang terdapat dalam sistem pemidanaan di 

dalam KUHP maupun menurut Rancangan KUHP Baru tahun 

2006 hanya diancamkan terhadap delik saja. Di Indonesia delik-

delik yang diancamkan pidana mati khususnya yang ada di dalam 

maupun diluar KUHP seiring waktu semakin bertambah, hal ini 

berbeda dengan negara-negara lain yang telah menghapuskan 

pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan yang sangat serius, mengapa pidana mati masih tetap 

dipertahankan, bahkan Rancangan KUHP Baru tahun 2006 masih 

dicantumkan dan bagaimana kedudukan pidana mati dalam 

rumusan delik yang ada. 

Pasal 104 KUHP mengatur tentang kejahatan makar 

terhadap Presiden dan wakil Presiden, maka diancam pidana mati 

atau penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Makar 

disini meliputi membunuh, merampas kemerdekaan dan 

menjadikan tidak cakap memerintah. Pasal 111 ayat (2) mengatur 

kejahatan terhadap negara dengan bersekongkol dengan negara 

musuh juga diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. 
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Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana dua 

puluh tahun penjara juga diancamkan untuk kejahatan terhadap 

negara pada waktu terjadinya peperangan dengan melakukan 

hubungan dengan musuh yang dapat merugikan negara atau 

melakukan pertolongan pada musuh, ketentuan ini tertuang dalam 

Pasal 124 ayat (3) KUHP. Pasal 140 ayat (3) juga mengancam 

pidana mati dengan alternatif pidana seumur hidup dan pidana 

penjara dua puluh tahun, kejahatan yang dilakukan yaitu makar 

terhadap kepala atau Raja negara asing. Kejahatan pembunuhan 

berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemerasan dengan 

pemberantasan dapat dijatuhi pidana mati dengan alternatif lain 

pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun, hal ini 

tercantum dalam Pasal 340, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat 

(2)KUHP. 

Pasal 444 dan 479 KUHP juga mengancam pidana mati 

atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun 

dengan kejahatan yang diperbuat yaitu pembajakan kapal laut 

maupun pembajakan udara dengan kekerasan. Jadi jelaslah bahwa 

perumusan mengenai ancaman pidana yang terdapat dalam 

KUHP menggunakan perumusan alternatif, artinya hakim dapat 

memilih tiga ancaman pidana pokok yaitu pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup dan pidana sementara waktu dua puluh 

tahun. Hal ini dimaksudkan sesuai dengan tujuan diancamkannya 

pidana mati tersebut yaitu preventif bagi para pelaku tindak 

pidana. 
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Di samping delik-delik yang terdapat dalam KUHP yang 

mengancam pidana mati, juga delik-delik yang terdapat di luar 

KUHP seperti Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951 tentang 

senjata api, Undang-undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 

tentang pemberantasan kegiatan subversi, Undang-undang Nomor 

31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom, 

kesemuannya memuat ancaman pidana mati yang dalam 

perumusan alternatif. Hal ini tidak berbeda dengan yang ada di 

dalam KUHP. 

Dengan demikian kedudukan pidana mati dalam 

perumusan tindak pidana selalu dialternatifkan dengan pidana 

pokok lainnya seperti pidana penjara, baik pidana penjara seumur 

hidup maupun pidana selama-lamanya 20 tahun. Sehingga pidana 

mati kalau terdapat kesalahan dalam memutuskan suatu perbuatan 

yang diancam dengan pidana mati dan sudah dilaksanakan, maka 

pidana mati ini tidak dapat ditinjau kembali. Di samping itu 

dalam perumusan jenis-jenis pidana khususnya KUHP mati 

merupakan pidana yang paling berat, maka urutannya 

ditempatkan paling atas sebagai prospek kedudukan pidana mati 

dapat dilihat dalam Rancangan KUHP Baru tahun 2006 Pasal 87. 

3.1.4 Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana  

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok 

dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. 

Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat 

diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. 

Disamping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak 

pidana korupsi adalah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan 

sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini 

berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi 

pidana pokok dimana tindak pidana yang sama kepada pelakunya 

tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana 

penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang 
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ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk 

penjatuhan, antara lain: 

a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus 

untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana 

denda. 

b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok 

lainnya sebagai alternatif pidana, misalnnya pidana 

penjara atau pidana denda saja. 

Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan 

sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa 

perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian 

negara. 

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak 

hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam 

melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku 

tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai 

dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah 

terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor 

dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) 

UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut: 

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 

mati dapat dijatuhkan. 

 Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak 

hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam 

melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku 

tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai 

dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah 

terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor 

dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) 

UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut Dalam hal tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.  
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3.1.5 Pemenuhan unsur Pasal 2 UU PTPK 

a. Unsur dalam pasal 2 Ayat (1) 

 Sanksi pidana mati dapat diterapkan apabila unsur-unsur 

yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terpenuhi 

dahulu. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan sebagai 

berikut: 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK 

antara lain: 

1. Setiap orang; 

2. Secara melawan hukum; 

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; 

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. 

a) Unsur setiap orang 

 Apa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sesuai 

dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU PTPK yaitu orang 

perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan ini 

dapat dibedakan menjadi orang perseorangan secara pribadi dan 

orang yang memegang jabatan atau kedudukan. Melihat rumusan 

di Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih tepat kiranya memasukan 

orang perseorangan tersebut secara pribadi karena di dalam 

rumusan tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengisyaratkan 

setiap orang tersebut memegang suatu jabatan atau kedudukan. 
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Sedangkan pengertian mengenai korporasi ini dijelaskan di Pasal 

1 angka 1 UU PTPK yang merumuskan bahwa: ”korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dengan 

melihat rumusan pasal tersebut, kiranya suatu korporasi akan 

terdiri dari beberapa jenis, antara lain: 

1) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir yang 

berbentuk badan hukum; 

2) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir yang 

bukan berbentuk badan hukum; 

3) Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan 

hukum; 

4) Kumpulan orang yang terorganisir yang bukan berbentuk 

badan hukum; 

5) Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang berbentuk 

badan hukum; 

6) Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang bukan 

berbentuk badan hukum. 

Jadi yang dimaksud dengan korporasi adalah meliputi baik yang 

berbentuk badan hukum meupun yang tidak berbadan hukum. Di 

dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan 

hukum yaitu ”subjek hukum yang bukan merupakan manusia, 

tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan 

kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 

dan keawajiban”.
7
 Suatu korporasi termasuk badan hukum jika 

ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan, 

yusrisprudensi, atau doktrin. Agar suatu korporasi dapat 

merupakan badan hukum, menurut Ali Ridho harus memenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut: 

1) Adanya harta kekayaan yang terpisah; 

                                                             
7
 Chidir Ali, Badan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 18, dikutip 

dari R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 22. 
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2) Mempunyai tujuan tertentu; 

3) Mempunyai kepentingan sendiri; dan 

4) Adanya organisasi yang teratur. 

b) Unsur secara melawan hukum 

 Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdapat 

dua ajaran melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum 

formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dapat 

diketahui dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan 

tersebut yang merumuskan: “... yang dimaksud dengan „secara 

melawan hukum‟ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan 

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, Mengenai 

hal ini Roeslan Saleh
8
 berpendapat bahwa: 

Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan 

hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan 

dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan 

hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum 

formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah 

bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut 

ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil 

yaitu memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, 

perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat 

sebagai tidak boleh atau tidak patut. 

Moeljatno
9
 menambahkan bahwa perbuatan melawan hukum 

diartikan sama dengan sifat melawan hukumnya perbuatan 

pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum 

materiil, yaitu: 

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya 

yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh 

peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai 

                                                             
8
 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum 

Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 7, dikutip dari R. Wiyono, Op.Cit., hal. 

32.
 

9
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinekacipta, Jakarta, 2000, 

hal.133.
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melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat 

perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan 

yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat 

melawan hukum. 

 Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya 

yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan 

perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat 

melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat 

perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang 

dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. 

 Dari  pendapat  Roeslan  Saleh  dan  Moeljatno  dapat  

disimpulkan  bahwa maksud dari melawan hukum dalam arti 

formil meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan 

hukum dalam arti materiil tidak hanya suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga bertentangan 

dengan hukum tidak tertulis yaitu nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat yang didasarkan pada nilai kepatutan dan nilai 

keadilan. 

 Mengenai dua ajaran sifat melawan hukum materiil, di 

dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan bahwa: 

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” 

dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan 

hukum dalam arti formil maupun dalam arti 

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela 

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, 

maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 

 Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  ajaran  

sifat  melawan  hukum materiil yang diikuti oleh UU PTPK 

adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya 
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yang positif. Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  ini  dalam  

penerapannya  “menjadi pelik tatkala ditanyakan ukuran nilai 

kepatutan dan keadilan masyarakat, mengingat  tingkat  

kepahaman,  budaya,  dan  sosial  masyarakat  Indonesia  yang 

heterogen. Belum lagi  dipertanyakan apakah dapat memidana 

pelaku koruptor didasarkan pada nilai kepatutan dan keadlian 

masyarakat yang heterogen tersebut”.
10

 Terkait hal ini oleh 

Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 003/PUU-

IV/2006  tanggal  24  Juli  2006  yang  dalam  pertimbangan  

hukumnya menyatakan bahwa: 

 Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada 

hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan 

kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma 

keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-

beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan 

masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu 

tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai 

sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran 

yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. 

 Oleh karenannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK 

kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai 

dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil 

yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang 

menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. 

 Dengan demikian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK 

sepanjang mengenai frase “yang dimaksud dengan „secara 

melawan hukum‟ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan 

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni 

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 

                                                             
10

 Nur Basuki Minarno, Op.Cit., hal. 5.
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perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 

tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

 Akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut masih timbul permasalahan karena dari putusan tersebut 

tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi 

dari konsep atau ajaran melawan hukum materiil itu yang 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

mengingat dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil 

yang mana dikenal adanya dua fungsi yaitu konsep melawan 

hukum materiil dalam fungsinya positif dan dalam fungsinya 

yang negatif.  

 Namun mengingat penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU 

PTPK yang menganut konsep atau ajaran sifat melawan hukum 

materiil dalam fungsinya  yang  positif  dan  penjelasan  tersebut  

telah  dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945, maka kiranya 

“menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah 

ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya 

yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum 

dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku”. 
26

 Di dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 

Januari 1966 disebutkan adanya tiga kriteria penerapan ajaran 

sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, 

antara lain: 

1) Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh 

terdakwa; 

2) Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa; 

dan 

3) Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat. 
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c) Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu 

korporasi  

 Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk 

menjadi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi lebih kaya 

lagi. Menurut penjelasan Pasal 1 ayat sub a Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dijelaskan bahwa: “memperkaya yaitu mendapatkan 

kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau 

penambahan kekayaan tersebut dari sumber-sumber yang tidak 

sah”. 

 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

18/Pid/B/1992 tanggal 13 Mei 1992, juga memberikan tafsiran 

yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang 

yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya 

bertambah kaya. Membayar hutang dan biaya pergi berkeliling ke 

Eropa juga termasuk unsur memperkaya diri sendiri menurut 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

144/Pid/B/1987 tanggal 23 April 1987. 

 Memperkaya orang lain menurut Darwin Prinst adalah 

“akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, 

ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau 

bertambahnya harta bendanya”.
11

 Sedangkan yang dimaksud 

dengan memperkaya suatu korporasi dapat dilihat dari suatu 

contoh kasus korupsi dari dipenuhinya unsur tersebut yang 

dibutus oleh Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 241 

K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989, yaitu hasil tindak pidana 

korupsi itu dipergunakan membeli tanah dan membangun kantor 

Koperasi Unit Desa. 

d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara 

                                                             
11

Darwin Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2002, h. 31, dikutip dari IGM Nurdjana, Op.Cit., hal. 140. 
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 Kata ”dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini 

menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik 

formil. ”Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai 

dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan 

hukuman oleh undang-undang”.
12

 Adanya kerugian keuangan 

negara atau perekonomian negara tidaklah harus sudah terjadi. 

Delik ini cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang 

sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Pada delik 

ini, tidak perlu dicari hubungan kausal antara akibat dengan 

perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut 

melawan hukum atau tidak, sehingga  akan mempermudah 

pembuktian  terjadinya  tindak pidana korupsi oleh pelaku. Di 

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan bahwa: 

 Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa 

“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” 

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik 

formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan 

bukan dengan timbulnya akibat. 

 Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh UU 

PTPK ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada 

negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke 

pengadilan dan tetap dipidana. Pengembalian kerugian keuangan 

negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya 

merupakan salah satu faktor yang meringankan.  Ketentuan  

tersebut  terdapat  di  dalam  Pasal  4  UU  PTPK  yang 

merumuskan bahwa: 

Pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya 

                                                             
12

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar 

Baru, Bandung, 1984, h. 202, dikutip dari R. Wiyono, Op.Cit., hal.28. 
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pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dan Pasal 3. 

 Di samping itu, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya 

Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya 

telah berpendapat bahwa: 

Kata ”dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 

PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di 

depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut 

”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

secara nyata”, akan tetapi hanya ”dapat” menimbulkan 

kerugian saja pun sebagai kemungkinan kerugian atau 

potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi 

dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. 

 Kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, 

terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan 

secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, 

akan menimbulkan kerugian, apakah jika satu angka jumlah 

kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, 

namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti 

tidaknya perbuatan yang didakwakan. 

 Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi 

kesempurnan pembuktian, sehingga menyebabkan sianggap perlu 

mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat 

diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan 

yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara 

dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan 

memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur 

memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara 

melawan hukum telah terbukti. 

 Kemudian yang dimaksud dengan merugikan adalah sama 

artinya dengan menjadi rugi, menjadi berkurang, atau kurang 

berjalan, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan 

unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
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adalah sama artinya dengan keuangan negara atau perekonomian 

negara menjadi rugi, menjadi berkurang, atau kurang berjalan. 

Unsur merugikan keuangan negara dengan unsur merugikan 

perekonomian negara tidak selalu harus harus ada. Hal tersebut 

disebabkan penggunaan kata ”atau” dalam Pasal 2 UU PTPK 

yang menunjukan sifat alternatif, artinya unsur keuangan negara 

dengan unsur perekonomian negara saling meniadakan. 

Pengertian keuangan negara telah dijelaskan di penjelasan umum 

UU PTPK yang menyatakan bahwa: Keuangan negara yang 

dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, 

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk 

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 

kewajiban yang timbul karena: 

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 

pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat 

pusat maupun daerah; 

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan 

pertanggung jawaban Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan 

hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal 

negara, 

3) atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga 

berdasarkan perjanjian dengan negara. 

 Pengertian keuangan negara dapat dijumpai pula di dalam 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut UU Keuangan 

Negara, merumuskan bahwa: Keuangan Negara adalah semua 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta 

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut. 
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 Untuk memahami rumusan keuangan negara menurut 

pasal tersebut, dapat mempergunakan pendekatan dari sisi objek, 

subjek, proses, dan tujuan, yaitu antara lain: 

1) Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan 

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta 

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 

2) Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek 

sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara 

dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang 

ada kaitannya dengan keuangan negara; 

3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh 

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 

objek sebagaimna tersebut di atas mulai dari perumusan 

kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 

pertanggungjawabannya; 

4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh 

kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan 

dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek 

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara.
13

 

Selanjutnya di dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara  dijelaskan 

ruang lingkup keuangan negara yang meliputi: 

1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 

                                                             
13

 A. Djoko Sumaryanto, LoC.Cit., hal. 24. 
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2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 

ketiga; 

3) Penerimaan Negara; 

4) Pengeluaran Negara; 

5) Penerimaan Daerah; 

6) Pengeluaran Daerah; 

7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang 

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah; 

8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 

kepentingan umum; 

9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 

fasilitas yang diberikan pemerintah. 

 Bentuk dari kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 

dua tahap yaitu tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada 

tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana akan 

masuk ke kas negara kerugian keuangan negara bisa terjadi 

misalnya melalui konspirasi pajak, konspirasi pengembalian 

kerugian negara, atau penyelundupan. Sedangkan pada tahap 

dana akan keluar dari kas negara kerugian keuangan negara bisa 

terjadi misalnya melalui korupsi, mark up, atau pelaksanaan 

kegiatan yang tidak sesuai dengan program.  

 beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara yang 

terkait dengan berbagai macam transaksi, yaitu: 

1) Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang 

tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga 

dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga 

pembelian dengan harga pasar atau harga yang 

sewajarnya; 
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2) Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi 

tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang 

dipersyaratkan. Jika harga barang dan jasa murah, tetapi 

kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat 

dikatakan juga merugikan keuangan negara; 

3) Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara 

tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan 

keuangan negara karena kewajiban negara untuk 

membayar hutang semakin besar; 

4) Piutang negara berkurang secara tidak wajar juga dapat 

dikatakan merugikan keuangan negara; 

5) Kerugian negara dapat terjadi jika aset negara berkurang 

karena di jual dengan harga yang murah atau dihibahkan 

kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau 

perorangan; 

6) Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar 

biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik 

karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti 

membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, 

keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak 

semakin kecil; dan 

7) Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil 

dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi 

penerimaan resmi perusahaan tersebut.
14

 

Selanjutnya dari pengertian perekonomian negara sendiri juga 

telah dijelaskan di penjelasan umum UU PTPK yang menyatakan 

bahwa: 

 Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian 

yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang 

didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat 

                                                             
14 http://www.yunushusein.wordpress.com, ”Kerugian Negara dalam Tipikor”, 

diakses tanggal 10 Desember 2010. 
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maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, 

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 

masyarakat. 

 Tidaklah  banyak  literatur-literatur  atau  pendapat  

sarjana yang mengupas secara  mendalam  tentang  konsep  

perekonomian  negara  ini.  Produk  peraturan perundang-

undangan pun sepertinya juga setali tiga uang, tidak ada yang 

mengatur secara spseifik dan mendetail seperti halnya konsep 

keuangan negara di dalam UU Keuangan Negara. Maka tak salah 

jika untuk membuktikan adanya unsur merugikan perekonomian 

negara cukup sulit karena penjelasan dari konsep perekonomian 

negara di atas masih sangat kabur atau luas cakupannya. 

Sehingga tidak mengherankan jika tidak begitu banyak atau 

langka adanya putusan pengadilan yang didalam pertimbangan 

hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur 

merugikan perekonomian negara. Hal ini tentunya jauh berbeda 

apabila dibandingkan untuk membuktian adanya unsure 

merugikan keuangan negara yang mana pengertian dan ruang 

lingkupnya sudah cukup jelas. 

b. Unsur dalam Pasal 2 Ayat (2) 

 Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan 

kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang 

untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan 

bahwa: 

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan 

tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 Keadaan tertentu sebagai mana dimaksud dalam 

penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PTPK yang dirumuskan bahwa ; 
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Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam 

ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan 

alasan pemberatan. 

pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap 

dana-dana yang diperuntukan bagi 

penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam 

nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial 

yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan 

moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 

 Penjelasan “keadaan tertentu” untuk dapat dijatuhinya 

pidana mati dari pasal ini  telah  mengalami  perubahan  oleh  

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 terhadap  Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Keadaan  tertentu  di  dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan 

“keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai 

pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan 

bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu 

terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana 

korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi 

dan moneter. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam 

ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku 

tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 

pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, 

sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu 

negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 

 Kemudian penjelasan dari “keadaan tertentu”di atas 

dirubah penjelasannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001, Perubahan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

keadaan tertentu di atas, membawa konsekuensi bahwa: “bukan 
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lagi waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk 

keadaan tertentu itu yang dikorupsi”
15

 yang menentukan untuk 

dapat dijatuhinya pidana mati. Penjelasan tersebut merupakan 

pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku 

mengetahui adanya keadaan tertentu pada waktu melakukan 

tindak pidana korupsi. 

 Perincian yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah keadaan yang dapat dijadikan 

alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, 

yaitu apabila Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana 

yang diperuntukan bagi: 

1. Penanggulangan keadaan bahaya; 

2. Bencana alam nasional; 

3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; 

4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. 

5. Pengulangan tindak pidana korupsi 

a) Dana untuk penanggulangan keadaan bahaya 

 Penanggulangan menurut RUU Penanggulangan Keadaan 

Bahaya adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, atau 

mengatasi keadaan bahaya. Keadaan bahaya di dalam konstitusi 

diatur di Pasal 12 UUD 1945 yang merumuskan bahwa:”Presiden 

menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.Di pasal 

tersebut mempersyaratkan ditentukannya syarat objektif untuk 

menentukan keadaan bahaya, dalam arti Presiden harus melihat 

situasi dan kondisi negara telah berada dalam keadaan bahaya 

atau tidak berdasarkan ukuran-ukuran objektif yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. 

 Pengertian keadaan bahaya dapat ditemui di dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang 

                                                             
15

 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana 

Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 77. 



84 
 

 
 

Mobilisasi dan Demobilisasi, yang selanjutnya disebut UU 

Mobilisasi dan Demobilisasi, yang merumuskan bahwa: 

”Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan 

ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya”. 

 Menurut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, pengertian 

keadaan bahaya harus merujuk kepada Undang-Undang Keadaan 

Bahaya yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Prp 

Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang selanjutnya disebut 

UU Keadaan Bahaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

keadaan bahaya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 

adalah keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam UU 

Keadaan Bahaya ini. Menurut undang-undang ini, keadaan 

bahaya dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu: 

1) Keadaan darurat sipil; 

2) Keadaan darurat militer; dan 

3) Keadaan darurat perang. 

 Perkataan darurat berasal dari Bahasa Arab, dhauri, yang 

berarti sebagai keadaan yang tidak biasa atau tidak normal. 

Adanya suatu keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh 

pemerintah, sehingga keadaan darurat ini bersifat de jure atau 

emergency de jure, akan tetapi apabila jika  pemerintah  tidak  

secara  resmi  menyatakan  keadaan  darurat,  maka  maka 

keadaan darurat ini bersifat de facto atau emergency de facto, 

artinya secara de facto memang merupakan keadaan darurat, 

namun secara de jure bukan keadaan darurat atau dianggap  

keadaan normal. Keadaan demikian sangat rawan dan mudah 

disalah gunakan atau lemah dalam legitimasinya. 

 Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang 

tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling 
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sedikit ancaman bahayanya. Menurut Jimly Asshiddiqie
16

  

keadaan darurat sipil dapat terjadi karena berbagai sebab, 

diantaranya: 

1) Sebab yang bersifat alami, yaitu sebab yang terjadi karena 

akibat bencana alam baik yang timbul dari perut bumi, 

lautan, atau udara; 

2) Sebab yang bersifat insani, yaitu sebab yang terjadi karena 

ulah manusia; 

3) Sebab yang bersifat hewani, yaitu sebab yang terjadi 

karena hewan yang menyebabkan berjangkitnya wabah 

penyakit yang meluas; 

 Terjadi konflik horizontal antar penduduk, jika konflik 

horizontal itu menimbulkan korban jiwa yang meluas karena 

adanya faktor senjata api atau senjata tajam dalam jumlah 

tertentu, dan apabila pemberlakuan keadaan darurat sipil tidak 

mencukupi untuk mengatasi keadaan, maka keadaan darurat 

militer dapat diberlakukannya, Dapat pula berhubungan dengan 

berbagai persoalan administrasi pemerintahan atau dengan tugas-

tugas administrasi yang bersifat internal pemerintahan. Apabila 

fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan efektif 

sesuai dengan tujuannya, kecuali jika dilakukan dengan cara yang 

terpaksa melanggar peraturan perundang-undangan, sementara 

peraturan dimaksud tidak mungkin dapat diubah dalam waktu 

yang tersedia. 

 Keadaan darurat militer adalah keadaan yang tingkatan 

bahayanya dianggap lebih besar daripada keadaan darurat sipil 

dan penangan atau penanggulangannya dianggap tidak cukup 

dilakukan dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil. 

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang 

selanjutnya disebut UU TNI, merumuskan bahwa Tugas pokok 

                                                             
16

 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,hal. 34. 
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TNI adalah ”menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  

Republik  Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tugas pokok 

tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau 

operasi militer  selain perang. Operasi militer  untuk  perang  

dilakukan  dalam  keadaan darurat perang, sedangkan operasi 

militer selain perang dilakukan dalam keadaan darurat militer. 

Operasi militer selain perang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 

TNI, yaitu untuk: 

1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 

2) Mengatasi pemberontakan bersenjata; 

3) Mengatasi aksi terorisme; 

4) Mengamankan wilayah perbatasan; 

5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 

6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 

kebijakan politik luar negeri; 

7) Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta 

keluarganya; 

8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan 

semesta; 

9) Membantu tugas pemerintahan di daerah; 

10) Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur 

dalam undang-undang; 

11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan 

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di 

Indonesia; 

12) Membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, 

dan pemberian bantuan kemanusiaan; 
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13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan 

(search and rescue); serta Membantu pemerintah dalam 

pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap 

pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 

 Keadaan darurat perang timbul Karena adanya ancaman 

yang membahayakan kedaulatan  negara,  keselamatan  negara,  

dan  keutuhan  seluruh atau sebagaian wilayah negara yang 

datang dari kekuatan militer asing, di dalam wilayah negara 

ataupun di luar wilayah negara yang untuk menangkal, menindak, 

dan memulihkannya memerlukan kekuatan operasi militer 

sebagai alat pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi 

di dalam wilayah negara dan dapat pula terjadi di luar wilayah 

negara. Medan pertempuran di dalam wilayah negara, juga tidak 

perlu harus di seluruh wilayah negara, melainkan dapat terjadi 

hanya di daerah-daerah  tertentu  saja.  Dengan  demikian  

pemberlakuan  keadaan  darurat perang dapat dilakukan hanya 

untuk atau di daerah-daerah tertentu saja. 

 Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan 

bahaya tersebut dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi 

Angkatan Perang dan mulai berlaku pada hari diumumkan, 

kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan 

tersebut. Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang 

menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik 

Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan 

darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, 

apabila: 

1) Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau 

disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh 

pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana 

alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat 

perlengkapan secara biasa; 
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2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan 

perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara 

apapun juga; 

3) Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari 

keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada 

gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara. 

 Jika melihat ketentuan di huruf a di atas maka keadaan 

bahaya dapat timbul karena faktor pemberontakan, kerusuhan-

kerusuhan, atau akibat bencana alam. Mengenai pengaturan 

tentang faktor kerusuhan-kerusuhan dan bencana alam ini, UU 

Penanggulangan Bencana juga telah mengaturnya. Dengan 

demikian, faktor kerusuhan-kerusuhan dan bencana alam dapat 

dikategorikan sebagai suatu betuk keadaan bahaya menurut UU 

Keadaan Bahaya dan sebagai suatu bentuk bencana alam dan 

bencana sosial menurut UU Penanggulangan Bencana. Keadaan 

bahaya di dalam Pasal 12 UUD 1945 tidaklah sama dengan hal 

ihwal kegentingan yang memaksa di dalam Pasal 22 ayat (1) 

UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie
17

 bahwa: 

Ancaman bahaya dalam keadaan bahaya tertuju 

kepada keselamatan umum,integritas wilayah, 

ancaman terhadap kedaulata negara, keselamatan 

jiwa, keselamatan hata benda, ataupun 

keselamatan lingkungan hidup. 

 Sedangkan ancaman bahaya dalam hal ihwal kegentingan 

yang memaksa tertuju pada suatu ide, prinsip-prinsip atau nilai-

nilai luhur atau tang tertuju kepada sistem administrasi 

atauefektivitas bekerjanya fungsi-fungsi internal pemerintahan 

suatu negara. Serta eksistensinya tidak perlu dinyatakan terlebih 

dahulu secara resmi oleh pemerintah. ”Segala sesuatu yang 

membahayakan tentu memiliki sifat yang menimbulkan 

kegentingan yang memaksa, tetapi segala hal ihwal kegentingan 

                                                             
17

 Ibid., hal. 67.
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yang memaksa tidak selalu membahayakan”.
18

 Jika demikian, hal 

ihwal kegentingan  yang  memaksa lebih luas cakupan maknanya 

daripada  keadaan bahaya. Keadaan bahaya boleh jadi termasuk 

kategori hal ihwal yang memaksa.  

 Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan 

untuk penanggulangan keadaan bahaya, baik keadaan bahaya 

keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, maupun keadaan 

darurat perang seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi 

tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan 

dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. 

b) Dana untuk bencana alam nasional 

 Pengertian bencana alam dapat ditemui di Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, yang selanjutnya disebut UU Penanggulangan Becana, 

yang merumuskan bahwa: “bencana alam adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor”. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Becana, 

bencana diartikan sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis”. 

 Sebelum diundangkannya UU Penanggulangan Bencana 

ini, setiap bencana alam yang mengancam kelangsungan hidup 

masyarakat, masuk dalam kategori keadan bahaya, yang lebih 

khususnya sebagai keadaan darurat sipil menurut UU Keadaan 

Bahaya. Tsunami Aceh misalnya, “bencana alam yang terjadi 

tanggal 26 Desember 2005 berupa gelombang tsunami dengan 
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 Ibid., hal. 206.
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kekuatan skala mencapai 9,0 Richter ini telah menyebabkan Aceh 

luluh lantak. Hanya dalam waktu sekejap begitu saja, 

diperkirakan sedikitnya 131.000 orang meninggal dunia, 37.000 

orang hilang, serta 550.000 warga harus mengungsi”.
19

 

 Bencana tersebut menimbulkan kepanikan dan ketegangan 

yang besar dalam masyarakat juga mengakibatkan kerusakan 

infrastruktur dan logistik, perumahan, pertanahan, lingkungan 

hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Melihat dampak dari tsunami 

yang sedemikian massif, dapat dikatakan provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam (NAD) dalam keadaan darurat sipil. Namun, dalam 

praktiknya pemerintah tidak secara khusus menyatakan secara 

resmi sebagai keadaaan darurat sipil, melainkan hanya melakukan 

tindakan-tindakan darurat saja. Baru pada 16 April 2005, hampir 

empat bulan setelah bencana terjadi, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah 

Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Namun perpu ini hanya 

berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca 

bencana. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 

21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana 

dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan 

Gelombang Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keppres 

ini, ada dua kriteria bagi narapidana dan anak pidana yang 

mendapatkan remisi yaitu mereka yang telah melaporkan diri 

dan/atau kembali untuk menjalani sisa hukuman dan mereka yang 

pada saat terjadi bencana tetap berada di rutan membantu 

menyelematkan jiwa orang lain, harta benda, atau barang-barang 

investaris negara. “Dipandang dari kacamata teori hukum tata 
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 http://nasional.vivanews.com, “Bencana Gempa dan Tsunami 

Aceh, Kisah Kelam di Ujung Tahun”, diakses tanggal 10 Desember 2010. 
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negara darurat, keppres tersebut didasarkan atas keadaan darurat 

sipil”
20

 

 Hal yang menarik di sini, ternyata malapetaka akibat 

gelombang Tsunami di Provinsi NAD oleh pemerintah murni 

dilihat sebagai persoalan bencana alam yang tidak dikaitkan sama 

sekali dengan hukum keadaan daruarat sipil seperti yang diatur 

dalam UU Keadaan Bahaya. Sangat boleh jadi sebabnya terkait 

dengan persoalan ikut campurnya peran TNI di NAD, mengingat 

masih belum meredanya polemik antara pemerintah Indonesia 

dengan GAM. Penguasaan keadaan darurat sipil berdasarkan UU 

Keadaan Bahaya masih menonjolkan peran aparat tentara, dalam 

hal ini TNI, dalam operasionalisasi penguasa keadaan darurat di 

lapangan. Sementara itu, ketentuan yang berkenaan dengan 

penanggulangn bencana, tidak perlu dikaitkan khusus dengan 

peran TNI. Hal inilah yang mendorong sehingga pada tahun 

2007, dibentuk undang-undang tersendiri mengenai 

penanggulangan bencana yaitu dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

 Tidak bisa dikatakan bahwa bencana alam juga 

merupakan, bencana alam  nasional, bukanlah perkara yang 

mudah karena status nasional atau tidak merupakan kewenangan 

penuh dari pemerintah. Jadi tidaklah selalu setiap bencana alam 

dijadikan bencana alam nasional. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 

Penanggulangan Bencana merumuskan bahwa:”wewenang 

Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan 

daerah”. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan 

daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 

Penanggulangan Bencana harus memuat indikator yang meliputi: 

1) Jumlah korban; 

2) Kerugian harta benda; 
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3) Kerusakan prasarana dan sarana; 

4) Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan 

5) Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 

 ”Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 1 November 

2010 telah menyetujui pencairan dana Rp 150 miliar untuk tiga 

wilayah di Indonesia yang dilanda bencana, yaitu Waior Papua 

Barat, Gunung Merapi Jawa Tengah, dan Mentawai Sumatera 

Barat. Pemerintah juga mengalokasikan APBN 2011 nanti 

sebesar Rp 4,9 triliun”.
21

 Besarnya dana bencana yang disalurkan 

ke daerah yang tertimpa musibah perlu mendapat pengawasan 

yang serius. Masalahnya, dana bencana sangat rawan untuk 

dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan 

mengeruk keuntungan di tengah penderitaan banyak orang. 

 Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan 

untuk bencana alam nasional seperti di atas, maka pelaku tindak 

pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. 

c) Dana untuk penaggulanggan akibat kerusuhan 

 Dana untuk penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang 

meluas Pengertian kerusuhan sosial yang meluas dalam UU 

Penanggulangan diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror”. 

Dengan demikian, bencana sosial antara lain berupa kerusuhan 

sosial dan konflik social dalam masyarakat yang sering terjadi. 

 Ambil contoh misalnya kerusuhan sosial yang terjadi 

tahun 1997 – 1998 di Jakarta. Krisis ekonomi dan moneter yang 

terjadi di tahun 1997 – 1998 berimbas kepada kerusuhan sosial 

yang meluas di ibu kota. Mahasiswa dan masyarakat dari segalam 

elemen dan penjuru tanah air menyerbu Jakarta menuntut 

Presiden Soeharto lengser dari singgasananya. Tumpah 
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ruahnyamasyarakat di ibukota mengakibatkan situasi dalam 

keadaan tidak aman sehingga berakibat terjadinya kerusuhan 

sosial. 

 Ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi 

pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, kepanikan, dan kekacauan yang terjadi sangat tidak 

terkendali di masyarakat sehingga masyarakat di ibukota 

mengakibatkan situasi dalam keadaan tidak aman sehingga 

berakibat terjadinya kerusuhan sosial. 

 Ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi 

pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, kepanikan, dan kekacauan yang terjadi sangat tidak 

terkendali di masyarakat sehingga Dengan demikian, apabila 

dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan akibat 

kerusuhan sosial yang meluas seperti di atas, maka pelaku tindak 

pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. 

d) Dana untuk penaggulangan krisis ekononmi dan moneter 

 Tahun 1997-1998 menjadi saksi bagi tragedi 

perekonomian bangsa, Keadaannya berlangsung sangat tragis dan 

tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah 

perekonomian Indonesia. Media-media di Indonesia mencatat 

bahwa krisis ekonomi dan moneter yang melanda di Indonesia 

yang terjadi di tahun tersebut adalah contoh konkrit peristiwa ini, 

misalnya saja Indonesia Media
22

 yang memberitakan suramnya 

perekonomian Indonesia pada waktu itu: 

Krisis yang terjadi mulai Juli 2007 ini mengakibatkan 

kurs rupiah merosot dari Rp 2.432 per dolar AS menjadi 

sekitar Rp 3.000. Nilai rupiah terus terjun menjadi Rp 

5.097 per dolar AS pada 8 Januari 1998, kemudian 

mencapai Rp 11.050 pada akhir Januari 1998. Pada 22 
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Januari 1998 rupiah bahkan menembus level Rp 17.000 

per dolar AS sehingga terjadi ketidakseimbangan 

ekonomi. Krisis juga menyebabkan penutupan 16 bank 

oleh pemerintah pada 1 November 1997. 

 Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengan 

tahun 1997 tersebut telah berdampak luas terhadap segala aspek 

perekonomian. Kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam ini 

menyebabkan kesulitan menutup APBN, harga sembako naik, 

utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM dan tariff 

listrik  naik, perusahaan tutup atau  mengurangi produksinya 

karena tidak  bisa barangnya dan beban utang yang tinggi, 

pemutusan hubungan kerja dimana-mana, akibatnya jumlah 

“pengangguran terbuka meningkat dari 4,68 juta orang menjual 

pada 1997 menjadi 5,46 juta orang pada 1998‟‟.
23

Akibatnya 

meningkat pula jumlah penduduk miskin. Jika pada tahun 1996, 

jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 juta orang,maka 

berdasarkan perkiraan BPS jumlah tersebut pada pertengahan 

1998 meningkat empat kali mencapai 79,35 juta orang”.
24

 Tak 

hanya itu, krisis ini juga telah megakibatkan kondisi administrasi 

negara yang tidak mendukung atau di mana ketersedianan 

keuangan negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya 

tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara 

negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk 

bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan. 

 Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan 

untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter seperti di atas, 

maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi 

pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. 

 

                                                             
 

24
 http://www.bi.go.id, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, 
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3.1.6 Ketentuan di Pasal Lain yang Dapat Dijatuhi Sanksi 

Pidana Mati 

 Ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana 

korupsi tidak hanya dikenakan ketentuan Pasal 2 UU PTPK saja, 

tetapi juga dapat dikenakan ketentuan pasal-pasal lain di dalam 

UU PTPK yang mana ketentuan pasal-pasal tersebut tindak 

pidananya memiliki sanksi pidana yang dipersamakan dengan 

sanksi pidana di Pasal 2 UU PTPK. Tindak pidana yang sanksi 

pidananya dipersamakan dengan Pasal 2 UU PTPK adalah tindak 

pidana di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. 

Hal ini terlihat di Pasal 15 UU PTPK yang merumuskan bahwa:  

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, 

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 

Pasal 14. 

Sedangkan di Pasal 16 UU PTPK merumuskan bahwa:  

Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia 

yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau 

keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi 

dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 

 Dipersamakannya sanksi pidana dan pelaku yang secara 

tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi dengan pelaku 

tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi 

sudah sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, maka ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan delik 

tersendiri dan diancam dengan sanksi pidana yang sama. Dengan 

demikian, tidak menutup kemungkinan jika pelaku tindak pidana 

korupsi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 15 atau Pasal 16 

dapat dikenakan sanksi pidana mati. Namun, penjatuhan sanksi 

tersebut baru dapat dilakukan dengan syarat apabila pelaku ketika 
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melakukan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat keadaan 

tertentu sesuai dengan ketentuan yang terdapat di penjelasan 

Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.  

a. Unsur dalam Pasal 15 UU PTPK 

1. Setiap orang yang melakukan percobaan 

 Percobaan yang dimaksud Pasal 15 UU PTPK adalah 

percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK yang sanksi 

pidananya disamakan dengan setiap orang yang melakukan tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Perbuatan percobaan 

sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi karena 

mengingat perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan 

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisien 

tinggi. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan 

delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. 

 Di dalam UU PTPK sendiri tidak dirumuskaan pengertian 

dari apa yang dimaksud dengan percobaan. Sehingga untuk 

mengetahui apa yang dimaksud dengan percobaan dapat dilihat 

melalui ketentuan di Pasal 53 ayat (1) KUHP, hal ini 

diperbolehkan oleh KUHP karena di Pasal 103 KUHP sebagai 

ketentuan penutup aturan umum merumuskn bahwa: 

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan 

Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-

perbuatan yang oleh ketentuan perundang-

undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali 

jika oleh undang-undang ditentukan lain. 

 Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 103 KUHP ini 

berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bab I hingga 

Bab VIII KUHP atau dari Pasal 1 hingga Pasal 85 KUHP berlaku 

pula di undang-undang di luar KUHP ini untuk memberikan 

ketentuan-ketentuan sepanjang undang-undang tersebut tidak 
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menentukan yang lain. Pasal tentang percobaan di KUHP sendiri 

terletak di Bab IV jadi masih termasuk bab-bab yang 

diperbolehkan oleh KUHP untuk diberlakukan sepanjang UU 

PTPK tidak menentukan lain. Ketentuan mengenai percobaan 

diatur di Pasal 53 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa: 

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk 

itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan 

tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata 

disebabkan karena kehendaknya sendiri. 

 Dari rumusan pasal ini sebenarnya tidak nampak 

pengertian dari percobaan. R. Sugandhi lalu mendefinisikan 

percobaan sebagai ”suatu yang mengarah ke suatu hal, akan tetapi 

tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk 

melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu 

sebab”.
25

 Lebih lanjut, menurut R. Sugandhi Pasal 53 ayat (1) 

KUHP ini hanya memberikan syarat-syarat agar percobaan 

menuju ke arah kejahatan itu dapat dihukum. Syarat-syarat 

tersebut antara lain: 

1. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah 

nyata; 

2. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai; 

3. Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu 

tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul 

kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu 

sendiri.
26

 

 Maksud dari huruf a di atas adalah sengaja sebagai salah 

satu bentuk kesalahan. Kesengajan tersebut harus ditujukan pada 

suatu kejahatan. Dengan demikian, tidak dapat diberlakukan 

terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi karena kealfaan.  
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 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, 

Surabaya, 1981, hal. 64. 

 26
 Ibid, 



98 
 

 
 

 Pengertian huruf b di atas, dalam hal ini adalah telah 

dimulainya pelaksanaan perbuatan. Menurut Van Hamel, 

menganggap ada perbuatan pelaksanaan ”perbuatan tersebut 

menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk melakukan 

tindak pidana”.
27

 

 Sedangkan pengertian huruf c di atas, dalam hal ini jika si 

pelaku sendiri yang membatalkan niat atau kehendaknya, tidak 

terpenuhi syarat baginya untuk dikenakan sanksi pidana. 

Percobaan melakukan kejahatan merupakan delik jika si pelaku 

tidak meneruskan perbuatannya karena ada rintangan atau 

hambatan di luar kehendak si pelaku. 

 Ketentuan pada Pasal 15 UU PTPK merupakan aturan 

khusus karena ancaman pidana pokok pada percobaan untuk 

melakukan tindak pidana korupsi tidak dikurangi 1/3 dari 

ancaman pidananya, melainkan tetap diancam dengan pidana 

yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi 

yang telah selesai dilakukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan 

yang terdapat di Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana pada 

umumnya ancaman pidana pada percobaan tindak pidana pada 

dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. Demikian juga apabila 

percobaan kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti 

ketentuan yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK atau 

ancaman pidana penjara seumur hidup, tidak  dirubah  menjadi  

ancaman  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun seperti 

halnya di Pasal 53 ayat (3) KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku 

tindak pidana korupsi tersebut tetap diancam dengan pidana mati, 

pidana yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana 

korupsi yang telah selesai dilakukan. Alasan memidana 

percobaan menurut Wirjono Prodjodikoro ini terdapat dua teori 

yaitu teori subjektif dan teori objektif. 

                                                             
27

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 

Eresco, Bandung, 1989, hal. 101.
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 Teori objektif, mendasarkan semua tindak pidana pada 

sifat membahayakan bagi kepentingan-kepentingan dalam 

masyarakat, menganggap suatu percobaan untuk melakukan suatu 

tindak pidana sudah mulai membahayakan kepentingan-

kepentingan itu, maka pantaslah percobaan dapat dikenakan 

hukuman pidana.
28

 

2. Setiap orang yang melakukan pembantuan 

 Pembantuan yang dimaksud Pasal 15 UU PTPK adalah 

percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK yang sanksi 

pidananya disamakan dengan setiap orang yang melakukan tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Perbuatan 

pembantuan sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi 

karena mengingat perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara serta menghambat 

pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang 

menuntut efisien tinggi. Pemabantuan melakukan tindak pidana 

korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. 

 Di dalam UU PTPK sendiri tidak dirumuskaan pengertian 

dari apa yang dimaksud dengan pembantuan. Sehingga untuk 

mengetahui apa yang dimaksud dengan pembantuan dapat dilihat 

melalui ketentuan di Pasal 56 KUHP, hal ini diperbolehkan oleh 

KUHP mengingat ketentuan yang terdapat di Pasal 103 KUHP. 

Ketentuan mengenai pembantuan ini terletak di Pasal 56 KUHP 

yang merumuskan bahwa dipidana sebagai pembantu suatu 

kejahatan: 

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 

kejahatan dilakukan; 

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 

                                                             
28

 Ibid., hal. 98. 



100 
 

 
 

Untuk memahami pasal tersebut, perlu diperhatikan pula 

ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 ayat (4) KUHP yang 

merumuskan bahwa: ”dalam menentukan pidana bagi pembantu, 

yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah 

atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya”. 

 Dalam hal seseorang memberi bantuan, menurut M. H. 

Tirtaamidjaja bahwa: ”suatu bantuan yang tidak berarti tidak 

dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum”.
29

 

Perbuatan membantu tersebut sifatnya memudahkan atau 

mempelancar bagi orang lain melakukan tindak pidana korupsi, 

dalam arti menolong atau menyokong pada waktu tindak pidana 

korupsi dilakukan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan 

perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan 

pelaksanaan, pelaku telah termasuk orang yang turut melakukan.  

 Memberikan kesempatan dapat diartikan memberikan 

”waktu, peluang, atau keluasan yang dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan tindak pidana korupsi”.
30

Memberikan sarana dapat 

diartikan memberikan ”syarat, cara, media, alat-alat atau 

perlengkapan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak 

pidana korupsi.”
31

 Memberikan keterangan dapat diartikan 

memberikan ”penjelasan atau informasi tentang berbagai hal”
32

 

yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

 Terkait pengertian dari sengaja pada rumusan Pasal 56 

KUHP, menurut Wetboek van Strafrecht 1809 Belanda 

dicantumkan kesengajaan adalah ”kehendak untuk melakukan 

atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau 

                                                             
29

 M. H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 

1955, hal. 104, dikutip dari Laden Marpaung, Asas, Teori, dan Praktik Hukum 

Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 90. 
30

 R. Wiyono, Op.Cit., hal. 50. 
31

 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peristilahan Hukum dan 

Praktik, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, hal. 241, dikutip dari R. 

Wiyono, Op.Cit., hal. 50. 
32

 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan 

Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 49. 
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diharuskan oleh undang-undang”. Teori tentang kesengajaan 

dalam kepustakaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak dan 

teori pengetahuan Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah 

kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan 

suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat 

itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut Sedangkan 

menurut teori pengetahuan atau membayangkan, kesengajaan 

adalah ”Suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang 

dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, 

tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan 

yang terlebih dahulu telah dibuatnya”. 

 Dari ke dua teori tersebut, Moeljatno pada akhir 

kesimpulannya berpendapat bahwa: ”teori pengetahuan lebih 

memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi 

pengetahuan. Sebab untuk mengetahui sesuatu, orang lebih 

dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran 

tentang sesuatu itu Sedangkan menurut teori pengetahuan atau 

membayangkan, kesengajaan adalah ”Suatu akibat yang 

ditimbulkan dari suatu tindakan yang dibayangkan sebagai 

maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang 

bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih 

dahulu telah dibuatnya”.
33

 

 Dari ke dua teori tersebut, Moeljatno pada akhir 

kesimpulannya berpendapat bahwa: ”teori pengetahuan lebih 

memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi 

pengetahuan. Sebab untuk mengetahui sesuatu, orang lebih 

dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran 

tentang sesuatu itu. pidana”.Pelaku melakukan sesuatu perbuatan 

dengan sengaja yang mana perbuatan tersebut memang menjadi 

tujuan si pelaku. 

                                                             
 

33
 Moeljatno, Op.Cit., hal.172. 
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 Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah ”si 

pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 

akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa 

akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut”. Pelaku 

mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud 

akan terjadi suatu akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan 

melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. 

 Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah ”si pelaku 

hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat 

yang bersangkutan tanpa dituju, akibat yang terang tidak 

dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi”. Pelaku pada waktu 

ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat 

yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan 

akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia 

kehendaki. Kesengajaan pelaku ditunjukan terhadap 

kemungkinan akan timbulnya akibat lain, yang tidak menjadi 

tujuannya dan yang mungkin akan timbul dengan dilakukannya 

perbuatan tersebut. 

 Ketentuan pada Pasal 15 UU PTPK merupakan aturan 

khusus karena ancaman pidana pokok pada pembantuan untuk 

melakukan tindak pidana korupsi tidak dikurangi 1/3 dari 

ancaman pidananya, melainkan tetap diancam dengan pidana 

yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi 

yang telah selesai dilakukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan 

yang terdapat di Pasal 57 ayat (1) KUHP yang mana pada 

umumnya ancaman pidana pada pembantuan tindak pidana pada 

dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. Demikian juga apabila 

pembantuan kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti 

ketentuan yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK atau 

ancaman pidana penjara seumur hidup, tidak dirubah menjadi 

ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun seperti 

halnya di Pasal 57 ayat (2) KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku 

tindak pidana korupsi tersebut tetap diancam dengan pidana mati, 
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pidana yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana 

korupsi yang telah selesai dilakukan. 

3. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat 

 Permufakatan jahat yang dimaksud Pasal 15 UU PTPK 

adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 

UU PTPK yang sanksi pidananya disamakan dengan setiap orang 

yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU 

PTPK. Perbuatan permufakatan jahat telah memperluas 

pertanggaung jawaban pidana, perbuatan tersebut sudah 

diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi karena mengingat 

perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan 

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisien 

tinggi. 

 Permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi 

dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. 

Sehingga ancaman pidananya pun juga disamakan dengan 

ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai 

dilakukan. 

 Permufakatan jahat merupakan istilah yuridis sama halnya 

dengan istilah yuridis lainnya, seperti percobaan, pembantuan, 

pengulangan, berencana, dan sebagainya. Di dalam KUHP, 

permufakatan jahat dapat ditemui di Pasal 88 nya yang telah 

merumuskan bahwa: 

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua 

orang atau lebih telah sepakat akan melakukan 

kejahatan. 

 Permufakatan jahat pada dasarnya belum berupa suatu 

tindak pidana, bahkan jika dilihat dari pandangan Pasal 53 KUHP 

belum juga termasuk dalam kategori permulaan pelaksanaan. 

Ketentuan tentang dipidananya permufaktan jahat ini adalah 
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”perkecualian dari suatu prinsip pertanggung jawaban dalam 

hukum pidana di mana pertanggung jawaban pidana baru 

terbentuk atau ada apabila telah ada atau selesainya perbuatan 

atau setidak-tidaknya telah ada permulaan pelaksanaan dari suatu 

perbuatan sebagaimana dimaksud dari Pasal 53 KUHP”.
34

 Namun 

dapatlah dimengerti apabila dilihat dari ratio dibentuknya 

kejahatan ini yang ditujukan sebagai usaha dini untuk 

menghindari atau preventif agar tidak terjadinya tindak pidana 

korupsi dengan cara memberantas pada saat masih merupakan 

benih-benih yang belum tumbuh. 

 Pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP 

mengandung tiga unsur yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya 

kesepakatan, dan akan melakukan kejahatan Adanya kesepakatan 

pada dasarnya adalah ”terbentuknya persesuain kehendak antara 

dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal”.
35

 Persesuaian 

kehendak mana dinyatakan secara terbuka oleh masing-masing 

pihak, jadi di sini harus ada kesengajaan yang ditunjukan pada 

persesuain kehendak itu. Persesuaian kehendak di sini adalah 

bukan secara kebetulan, walaupun mungkin pada awalnya bisa 

terjadi demikian, namun pada tahap lanjutan terbentuknya 

kesepakatan tersebut harus dengan kesengajaan. Kesepakatan itu 

oleh orang-orang pembuatnya adalah memang dikehendaki, 

dibuat, atau dibentuknya dan mereka telah mengetahui akan 

seluruh isinya, bahkan juga telah diketahui maksud dengan 

dibentuknya kesepakatan tersebut. 

 Pemakaian istilah permufaakatan jahat yang terdapat di 

Pasal 88 KUHP di atas masih menjadi bahan perdebatan 

manakala akan digunakan untuk menginterprestasikan 

permufakatan jahat yang terdapat di Pasal 15 UU PTPK. Hal ini 

                                                             
34

 Adami Chazawi, Op.Cit.,  hal. 39. 
35

 Ibid., hal. 40.
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disebabkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 103 

KUHP yang telah merumuskan bahwa: 

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab 

VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 

oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam 

dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang 

ditentukan lain. 

 Dari rumusan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa Pasal 

103 KUHP telah memperbolehkan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP untuk 

digunakan di ketentuan perundang-undangan lainnya yang juga 

diancam pidana. Pasal-pasal tersebut terdiri dari Pasal 1 hingga 

Pasal 85 KUHP yang terdapat di dalam Bab I hingga Bab VIII 

KUHP. Sedangkan Bab IX KUHP tidak dimasukan dalam 

rumusan Pasal 103 KUHP bisa jadi dikarenakan isi dari pasal-

pasal yang terdapat di dalam Bab IX KUHP hanyalah sebatas 

peristilahan yang sifatnya tidak mengikat, berbeda halnya dengan 

pasal-pasal yang terdapat di dalam Bab I hingga Bab VIII KUHP 

yang mana pasal-pasal tersebut merupakan norma-norma yang 

sifatnya mengikat. Sedangkan pengertian permufakatan jahat 

sendiri tertuang di Bab IX KUHP, khususnya Pasal 88 KUHP. 

 Di dalam UU PTPK tidak ada ketentuan secara khusus 

yang memberikan pengertian, batasan, syarat-syarat, serta kapan 

dikatakan ada suatu permufakatan jahat, sehingga dari sini timbul 

perdebatan dalam menginterprestasikan perbuatan ini apakah 

masih bisa menggunakan pengertian permufakatan jahat yang 

terdapat di Pasal 88 KUHP. 

 Antara KUHP dengan UU PTPK ternyata mempunyai 

hubungan yang kuat atau saling berkaitan. Jika dicermati rumusan 

pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan 

terlihat jelas bahwa pasal-pasal tersebut mengambil alih pasal-

pasal yang terdapat di dalam KUHP, hanya ancaman pidananya 
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saja yang diubah secara berjenjang sesuai dengan bobot dan 

kualifikasi delik. 

 Pasal-pasal yang diambil alih oleh UU PTPK antara lain 

Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, 

Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, 

dan Pasal 435 KUHP. Banyaknya pasal-pasal KUHP yang 

diambil alih oleh UU PTPK, oleh Andi Hamzah dihitung secara 

persentase yaitu ”sumber perumusan delik dari KUHP yang 

ditarik adalah 74 % dari seluruh perumusan delik dan yang dibuat 

sendiri oleh pembuat undang-undang hanya 26 % saja dari 

seluruh perumusan yang ada”.
36

 

 Dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, akan 

tunduk pada aturan-aturan umum yang terdapat di Buku Kesatu 

KUHP yang dimulai dari Pasal 1 hingga 103 KUHP karena UU 

PTPK sendiri tidak menentukan yang lain. Sehingga manakala 

seseorang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan permufakatan 

jahat tersebut akan diiterprestasikan sistematis terhadap Pasal 88 

KUHP karena yang dilanggarnya adalah pasal-pasal yang 

sejatinya terdapat di dalam KUHP. Selain Pasal 15 UU PTPK di 

atas, sanksi pidana mati juga dapat dikenakan di dalam ketentuan 

Pasal 16 UU PTPK yang merumuskan bahwa: 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik 

Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, 

sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak 

pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama 

sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 

dengan Pasal 14. 

                                                             
36

 Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 29.
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 Dengan adanya ketentuan seperti ini maka setiap orang di 

luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan 

bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya 

tindak pidana korupsi akan terjangkau secara tuntas terhadap 

penerapan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana 

korupsi. 

3.1.7 Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi Berdasarkan Aspek Filosofis, Sosiologis Dan 

yuridis 

 Kajian Berdasarkan Aspek Filosofis Tentang Penjatuhan 

Pidana Mati Bagi Pelaku tindak pidana korupsi Inkonstitusional 

atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian 

Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan 

oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa 

hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati 

yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati 

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika 

tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu 

tindakan inskonstitusional,
37

 

 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 

penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi 

berdasarkan aspek filosofis juga tidak bertentangan dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, penjatuhan 

pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah seharusnya 

wajib untuk dilakukan dikarenakan perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang koruptor tersebut telah banyak merugikan keuangan 

                                                             
 

37
 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/ PUU/-V/2007, Diakses 

pada 29 Oktober 2018. 
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dan perekonomian bangsa Indonesia serta telah mengakibatkan 

kesengsaraan yang berkepanjangan pada rakyat Indonesia. 

 Kajian Berdasarkan Aspek Sosiologis Tentang Penjatuhan 

Pidana Mati Bagi Pelaku tindak pidana korupsi Negara indonesia 

adalah negara yang sangat memperhatikan permasalahan Hak 

Asasi Manusia, terlihat dalam konstitusi baik dalam pembukaan 

maupun batang tubuh terdapat pengakuan serta perlindngan 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) disamping menyebut adanya 

prinsip demokrasi. Terkait dengan hal tersebut, maka pidana mati 

pada dasarnya memiliki kedudukan yang nyata jika mengacu 

pada tidak adanya hak yang bersifat absolut tersebut.Pidana mati 

sebagai salah satu hukuman terberat dalam stelsel hukum pidana 

memilki kewenangan untuk menjaga harmonisasi keadaan sosial 

dengan mengatasnamakan hak secara proporsional. Walaupun 

hak adalah mutlak pemberian tuhan yang maha esa, dalam 

pelaksanaan dalam kehidupan di dalam tatanan masyarakat tetap 

membutuhkan batasan-batasan dalam mengimplementasikannya. 

Didalam stelsel hukum pidana, bentuk pemidanaan memiliki 

pidana pokok berupa pidana penjara, denda serta pidana mati. 

Sehingga dengan diterapkkanya sistem hukum tersebut, 

diharapkan akan menjadi sebuah koridor utama yang dapat 

menjaga keabsahan dari hak tersebut tanpa merusak 

keharmonisan tatanan social masyarakat Indonesia. 

 Selain memiliki keanekaragaman suku bangsa dan 

budaya, ternyata Indonesia memiliki keanekaragaman 

pemahaman serta pikir pola masyarakat terhadap penerapan 

pidana mati di Indonesia. Baik dalam beberapa kalangan yang 

menilai setuju akan pidana mati yang diterapkan yang dalam 

pandangan mereka menganggap ada kaitannya ataupun tidak 

dengan konsepsi Hak Asasi Manusia ataupun yang secara keras 

menolak penerapan pidana mati tersebut terkait dengan 

pemahamannya terhadap konsepsi Hak Asasi Manusia dapat 

dipastikan mereka memiliki landasan berfikir yang kuat akan hal 



109 
 

 
 

ini. Tentunya pemikiran-pemikiran yang muncul dipengaruhi oleh 

faham-faham serta teori-teori yang diserap dari berbagai sumber. 

 Kajian Berdasarkan Aspek Yuridis Tentang Penjatuhan 

Pidana Mati Bagi Pelaku tindak pidana korupsi Dalam hukum 

positif Indonesia, masih terdapat banyak peraturan perundang-

undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati.Pada Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai Pidana 

Pasal 10, diungkapkan beberapa bentuk pidana, yaitu terdiri dari 

pidana pokok dan pidana tambahan.Dalam hal ini, pidana mati 

termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Di 

antara perundangan tersebut adalah KUHP Pasal 104 tentang 

makar terhadap presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat 2 

tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang sehingga muncul permusuhan itu atau terjadi perang; 

Pasal 124 ayat 3 tentang membantu musuh waktu perang; Pasal 

140 ayat 3 tentang makar terhadap raja atau kepala negara-negara 

sahabat yang direncanakan dan berakibat maut, Pasal 340 

tentangpembunuhan berencana, Pasal 365 ayat 4 tentang 

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau 

mati, dan lain-lain. Dari pembahasan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwasannya secara yuridis pengaturan penjatuhan 

pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi telah terpenuhi 

dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan maupun 

perundang-undangan yang ada. Bahwasanya negara Indonesia 

masih memerlukan ancaman pidana yang keras untuk mengawal 

dalam proses pembangunan negara maka pidana mati masih perlu 

diperhatikan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di 

Indonesia. Dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus hati-

hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap kejahatan-

kejahatan khusus,kejahatan-kejahatn yang berat dan untuk 

kejahatan-kejahatan yang membahayakan kemanan negara seperti 

tindak pidana korupsi. 
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3.2 PIDANA MATI TERHADAP RECIDIVE TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

3.2.1 Pengulangan tindak pidana korupsi 

 Pengulangan tindak pidana korupsi bagaimana yang 

dimaksud dengan pengulangan tindak pidana korupsi dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini ”sama dengan 

pengertian recidive dalam ilmu hukum pidana”. 
38

Menurut 

Hermien Hadiati Koeswadji, pengulangan atau recidive adalah 

”apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan 

terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan hakim. Kemudian 

setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke 

masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi 

suatu perbuatan pidana”.
39

 

 Apabila seorang pelaku tindak pidana korupsi melakukan 

pengulangan tindak pidana korupsi, maka pelaku tersebut dapat 

dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 

(2) UU PTPK. Bila tidak ada pengaturan mengenai batasan 

recidive dalam UU PTPK di samakan dengan recidive dalam 

KUHP. 

3.2.2 Recidive dalam KUHP 

 Dalam KUHP ketentuan tentang recidive yang diatur di 

dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP merupakan dasar 

pemberatan pidana. pengertian recidive adalah kelakuan 

seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi 

pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya 

lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, 

dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi 

pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut recidivist. 

Kalau recidive menunjukan pada kelakuan mengulangi perbuatan 

                                                             
38

 R. Wiyono, Op.Cit., hal. 44. 
39

 Didik Endro Purwoleksono, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hal. 60. 
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pidana, maka recidivist menunjuk kepada orang yang melakukan 

pengulangan perbuatan pidana.
40

 

 Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal 

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi 

pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van 

gewijsde), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. secara 

umum apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk 

itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu 

tertentu: 

a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau 

sebahagian, atau 

b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila 

kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum 

daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi. 

Unsur yang terdapat pada recidive ; 

a. Pelakunya sama, 

b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana 

terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai 

kekuatan yang tetap). 

c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. 

 Terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu 

general recidive (pengulangan umum), special recidive 

(pengulangan khusus) dan tussen stelsel (sistem antara). 

Perbuatan yang termasuk general recidive adalah perbuatan 

seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan 

pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian 

menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima 

tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. 

Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatannya 
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yang pertama, tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatannya 

yang pertama.
41

 

 Special recidive adalah perbuatan seseorang yang 

melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi 

pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang 

sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka 

persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan 

dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. 

Perbuatan special recidive khusus ini pemberatan pidananya 

hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis 

perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu 

tertentu, belum lebih lima tahun. 

 tussen stelsel adalah seseorang yang telah diputuskan oleh 

pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan 

yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga 

bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan 

kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan 

kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat 

penjatuhan pidana dalam tussen stelsel ini adalab karena orang itu 

membuktikan mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu 

dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban 

umum.
42

 

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi 

maka dapat diperbedakan antara: 

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam 

tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, 

dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang 

diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan 

pembunuhan. la dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. 

Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini 
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adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini 

pengulangan tindak pidana. 

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang 

diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya: 

1. Kejahatan terhadap keamanan negara: makar 

untuk membunuh presiden, penggulingan 

pemerintahan, pemberontakan dan lain 

sebagainya; 

2. Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: 

penganiayaan, perampasan kemerdekaan, 

perampasan jiwa dan lain sebagainya; 

3. Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, 

penistaan dan lain sebagainya; 

4. Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (rape), 

perzinahan dan lain sebagainya; 

5. Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, 

pencurian, penggelapan, penipuan dan lain 

sebagainya. 

 Pengulangan pidana korupsi sesuai dengan penjelasan 

Pasal 2 ayat (2), jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi 

lalu telah menjalani hukuman pemidanaan ,sebelum batas waktu 

yang ditentukan orang itu melakukan korupsi lagi maka dapat 

dijatuhi hukuman mati. 

3.2.3 Subjek hukum Pidana Korupsi 

 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat banyak 

permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam 

penerapannya. Salah satunya adalah mengenai subjek atau pelaku 

tindak pidana korupsi tersebut. Terdapat silang pendapat 

mengenai apakah pihak swasta atau non-pegawai negeri dapat 

menjadi subjek dari undang-undang ini. Mulai dari apakah 

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 
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dapat diterapkan bagi pihak swasta sampai dengan apakah 

pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diterapkan terhadap 

undang-undang ini. 

 UU No. 20 Tahun 2001 mencermati pembentukan kedua 

undang-undang tersebut, yang mengacu pada Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(UU No. 3 Tahun 1917). Khusus untuk ketentuan Pasal 2 Ayat 

(1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari ketentuan 

Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971. Pada saat 

pembentukan UU No. 3 Tahun 1971, Oemar SenoAdji, Menteri 

Kehakiman pada saat itu yang menjadi wakil Pemerintah dalam 

pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU 

No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pengawai negeri sipil 

atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam 

jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 

UU No. 3 Tahun 1971. Apabila non-pegawai negeri atau swasta 

yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan 

atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan 

perundang-undangan khusus yang menempatkan non-pegawai 

negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti undang-

undang tindak pidana ekonomi.
43

 Oleh karena itu, meskipun 

dalam rumusan kedua pasal tersebut menggunakan frase 

“barangsiapa” namun bukan berarti kedua pasal tersebut 

merupakan communa delict tetapi merupakan delict propria. 

 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah 

dengan UU No. 21 Tahun 2000memang diatur mengenai pihak 

swasta atau non pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana 

korupsi. Dalam public official bribery para pelakunya adalah 

pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun 
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pemberi suap sedangkan non-pegawai negeri atau swasta 

(pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.
44

 Dengan 

demikian pihak swasta dan korporasi hanya dapat menjadi pelaku 

tindak pidana korupsi apabila korporasi tersebut bertindak 

sebagai pemberi suap atau aktieve omkoping. 

 Pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pegawai 

BUMN dan BUMD, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari silang 

pendapat mengenai aspek hukum administrasi keuangan. 

Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 telah memberikan 

definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan 

perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan 

negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat 

silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan 

negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan negara. 

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, negara atau lembaga negara 

tidak memiliki kewenangan publik dalam BUMN karena telah 

terjadi transformasi status kekayaan atau keuangan dari status 

uang negara menjadi uang privat. Hal tersebut didasari pandangan 

bahwa tata kelola dan tanggung jawab BUMN memiliki kapasitas 

hukum privat di mana ketentuan yang mengaturnya adalah 

peraturan perundangundangan yang bersifat privat. Negara, 

dalam kedudukannya pada BUMN adalah badan hukum privat, 

yang tindakan dan pengelolaannya dalam badan hukum privat. 

Ketika terjadi transformasi status hukum uang negara dalam 

BUMN menjadi berstatus hukum privat. Negara dalam 

kedudukannya sebagai badan hukum publik menetapkan 

keputusan memisahkan keuangan negaranya untuk menjadi 

modal pendirian BUMN. Selanjutnya ketika uang tersebut masuk 

ke dalam BUMN, kedudukan negara tidak dapat dikatakan 

mewakili negara sebagai badan hukum publik. Dengan demikian 

terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum 
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publik di dalam BUMN.
45

 Oleh karenanya apabila terjadi 

kerugian dalam pengelolaan BUMN tidak dapat dikualifikasi 

sebagai tindak pidana korupsi.  Tidak adanya kesamaan 

pandangan terkait hal ini menyebabkan terjadi dualisme dalam 

praktik seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 97 

PK/Pid.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung No. 417 

K/PID.SUS/2014. 
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